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- PARADIGMA KOMITMEN KEPOLISIAN
- 'PASCAREFORMASI

| ABSTRAK

- Komitmen mempunyat indikator sikap, perilaku, foyalitas, kerja keras yang menunjukan
‘kesanggupan _!_.mt_z]_k menyepakati dan melaksanakan sesuatu hat yang baik secara moral-
etika dengan pelaksanakan secara sungguh-sungguh. Komitmen selalu terkait dengan
organisasi. Polri adalah organisasi yang unik, karena Polri harus mengembangkan akal
rasio secara proporsional tidak hanya otot (Satjipto Raliardjo), sehingga komitmen yang
dilakukan:oleh Polri adalah kompleksitas dari tugas, fungsi dan diskresi yang berjalan
pada pilihan paradigma yang tepat, apakah positivisme, postpositivisme, critical theori et
al, contructuvisme (d/h J}atumlislic_inquir;v). Keadaan inilak yang menjadikan ber-
komitmen ' di~Polri ‘tidakiah ‘mudah. Tidak ada paradigma yang paling anggul
diantaranya, yang adalah ketepatan penggunaan paradigma pada situast dan kondisi
ketika parzidigma it digunakan, artinya paradigma hanya cocok digunakan di
zamannya, Kotaftmen kepolisian minimal harus menunjukan Logosy terkait depgan
kesanggupan menunjukan kemampuan berpikic logis dan berbicara didasari per-
timbangan yang matang. Pathos; kesanggupan menunjukan kemampuan emosional
dalam menentukan diksi, variasi, intonasi dan ilustrasi, Erhos; kesanggupan me-
nuijukan kemampuan kepribadian yang terpercaya dan status yang terhormat. Ke-
berhasilan komitmen ini membutuhkan instrumen penting ain untuk mencapaj efek-
tifitas yang . tinggi baik dari internaj maupun- eksternal yaita diri organ Polri dan
masyarakat.

Kata kunci: paradigma, komitmen, kepolisizn, logos, pathos, ethos

A. PENDAHULUAN semua jenis keadaan darurat, pen-

Eksistensi Polisi di tengah mas-
yarakat sangat dibutuhkan, tidak bisa
membayangkan bagaimana jadinya ka-
lau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan
masyarakat akan kacau, kejahatan akan
terjadi di mana-mana dan bisa jadi hu-
kum tidak dapat'ditegakkan. Pada haki-
katnya fungsi polisi dimanapun di du-
nia ada tiga hal yaitu ketertiban, le-
galitas dan keadilan, Dalam sistem per-
adilan pidana, polisi merupakan pe-
negak hukum yang umumnya berkaitan
dengan pemeliharaan ketertiban secara
umum, pertolongan dan bantuan dalam

*) Dosen Universitas Negeri Semarang

cegahan dan penyelidikan kejahatan.
DidalamPasal 13 Undang-Undang No:
2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas
pokok Kepolisian Republik Indonesia
adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertib-
anmasyarakat

b. Menegakkan hukum

¢. Memberikan. perlindungan, peng-
ayoman dan pelayanan kepada mas-
varakat,

Memerankan fungsinya sebagai
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penegak hukum dan keadilan, adakala-
nya polisi harus menggunakan pemak-
saan dan tindakan kekerasan. Demikian
juga penegak hukum lainnya diberikan
‘berbagai kekuasaan yang dapat diguna-
kan guna tercapainya penegakan hu-
kum yang sah. Diantara kekuasaan dan

- wewenang yang seringkali digunakan

secara umum adalah kekuasaan pe-
nangkapan dan penahanan dan wewe-
nang menggunakan kékerasan jika
memang sangat-diperlukan untuk pen-
capaian tujuan penegakan hukum, ke-
wenangan atau kekuasaan profesi ini
sering discbut dengan diskresi (discre-
tion).

Keadaan inilah dibutuhkan ko-
mitmen yang kuat dari institusi Polri
untuk tetap tegak pada substansi tugas,
fungsi Polri yang mampu menciptakan
keadilan yang mensejahterakan. Bagai-
mana bentuk komitmen Polri? Bagai-

- mana peran organ Polri dan masyarakat
dalam mendukung efektifitas komit-
men Polri? serta bagaimana mestinya
ketepatan paradigma yang dipilih da-
iam menjalankan keutuhan komitmen
dengan diskresi yang rﬁewujudkan ke-
adilan dan mensejahterakan? Tujuan
penulisan ini adalah adanya pemaham-
an yang sama perlunya komitmen da-
lam organisasi kepolisian dengan pe-
nerapan pada paradigma yang tepat,
sehingga diskresi yang dipahami seba-
gai solusi permasalahan menjadi se-
suatu yang mampu menciptakan ke-
adiian yang mensejahterakan.

B. KOMITMEN POLRI PASCA
REFORMASI
1. Definisi Komitmen

Komitmen organisasi yang di-
kemukakan oleh Mowday dkk ini ber-
cirikan adanya: (1) belief yang kuat ser-
ta penerimaan terhadap tujuan dan nilai
organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja
keras; serta (3) keinginan yang kuat un-
tuk bertahan dalam organisasi. Komit-
men i tergolong komitmen sikap atau
afektif karena berkaitan dengan sejauh-
mana individu merasa nilai dan tujuan
pribadinya sesuai-dengan nilai dan tu-
juan organisasi. Semakin besar kong-
ruensi antara nilai dan tujuan individu
dengan nilai dan tujuan organisasi ma-
ka semakin tinggi pula komitmen ang-
gota pada organisasi.

Tipologi terakhir dari komitmen
organisasi dikemukakan oleh Allen dan
Meyer (1990) dengan tiga komponen
organisasi yaitu: komitmen afektif (af-
Jective commitment), komitmen konti-
nuans (continuance commitment), dan
komitmen normatif (ngrmative com-
mitimeni). Hal yang umum dari ketiga
komponen komitmen ini adalah ditihat-
nya komitmen sebagai kondisi psiko-
logis yang: (1) menggambarkan hu-
bungan individu dengan organisasi,
dan (2) mempunyai implikasi dalam
keputusan untuk meneruskan atau tidak
keanggotaannya dalam organisasi.

Adapun definisi dan penjelasan
dart setiap komponen komitmen orga-
nisasi adalah sebagai berikut,
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-2, K.ommnen afektif mengarah pada

.the employee 5. emononal attach-:.
ment jo. za’enzzf caz‘zon wzth cmd in-:

_ ._volvement in. the mgczmzatzon Inj_

berarti, Lomitmen afektif berkaltan_: -
dengan ket ikatan emosmnai ang-..
.- gota, 1dent1§'1ka51 anggota pada dan _ '-

pada - organ1~._

_-'--..:keterhbatan ang
... sast; Dengan .demikian, “anggota

vang memiliki _kormtmen afektif

yang kuat akan terus bekeria dalam
organisasi karena mereka memang

--ingin- (wanr to) melakukan hal ter--

sebut, PR

b. hom;tmen kont;nuans berhaltan de-
ngan an awareness. of the costs

~associated with leaving the orga-

nization. Hal ini menunjukkan ada-
nya pertimbangan untung rugi da-
lam diri anggota berkaitan dengan
keinginan untuk tetap bekerja atau
Justru - meninggalkan organisasi.
Komitmen. kontinuans .sejalan
dengan pendapat Becker yaitu bah-
wa komitmenkontinuans adalah ke-
sadaran akan ketidak-mungkinan
memilik identitas sosial lain atau-
pun alternatif tingkah lakw lam ka-
rena adanya ancaman akan kerugian
besar. Anggota yang terutama be-
kerja berdasarkan komitmen kon-
tinuans ini bertahan dalam orga-
nisasi karena mereka butuh (need
o) melakukan hal tersebut karena
tidak adanya pilihan lain.

¢. Komitmen normatif merefleksikan
a feeling of obligation to continue
employment,

- Dengan - kata . lain,: komitmen
normataf berkaltan dengan ‘perasaan -
wajzb untuk tetap bekerja. daiam orga-
nisasi. Im berarti, anggota yang memi-

liki komitmen normatif yang. tzngg1
. ‘merasa bahwa mereka wajib (ought o)
.bertahan daiam organisasi. erner {da-=
lamAIEen&Meyer 1990) mendeﬁmsi-“' S

kan komponen komitmen ini sebagal
tekanan normatif yang terinternalisasi -
secara keselurvhan untuk bertingkah
laku tertentu. sehingga memenuhi tu-.
juandanminat organisasi, Oleh karena
itu, tingkah laku anggota didasari pada
adanya keyakinan tentang “apa yang
benar” serta berkaitan dengan masalah
moral. Allen dan Meyer (1990) serta
Meyer dan Allen (1997) lebih memilih
untuk menggunakan istilah komponen
komitmen organisasi daripada tipe ko-
mitmen organisasi karcna hubungan
anggota dengan organisasinya dapat
bervariasi dalam ketiga komponen ter-
sebut. Selain itu, setiap Komponen ko-
mitmen berkembang sebagai hasil dari
pengalaman yang berbeda serta memi-
liki implikasi yang berbeda pula. Mi-
salnya, seorang anggota secara ber-
samaan dapat merasa terikat dengan
organisasi dan juga merasa wajib untuk
bertahan dalam organisasi. Sementara
itu, anggota lain dapat menikmati be-
kerja dalam organisasi sekaligus me-
nyadari bahwa ia lebih baik bertahan
dalam organisasi karena situasi eko-
nomi yang tidak menentu. Namun, ang-
gota lain merasa ingin, butuh, dan juga
wajib untuk terus bekerja dalam orga-
nisasi. Dengan demikian, pengukuran
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komitmen organisasi juga scharusnya
raerefleksikan ketiga komponen komit-
men tersebut, vaitu komitmen afektif,
komitmen kontinuans, dan komitmen
nonmatif, -

2.  Komitmen Polri

e Koniitmen  Poli kelihatan” ken-
tara seielah terjadi reformasi. Pasca
Reformasi banyak perubahan mendasar
vang dilakukan organisasi POLRI.
Tumbuh dan ‘berkembang kesadaran
akan pentingnya membangun citra dan
kepercayaan publik bagi Polri, tidak
saja ditunjukkan sebagal pemburu
kejahatan (crime hunter) namun seka-
rang iebih cenderung selakupengayom,
pelindung dan pelayan masyarakat
(publik service).

Dalam rangka mencapai keper-
cayaan masyarakat (Trust Building) te-
lah digulirkan program "Quick Wins”
yang terdiri dari 4 progam: yang per-
tama guick respon patroli samapta (ce-
pat tanggap melayani permasalahan
masyarakat); 2. Transparansi dalam Pe-
nyidikan Tindak Pidana melalui Pem-
berian SP2HP (Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan); 3.
Transparansi dalam pengurusan dan
Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB; 4
Transparansi dalam melakukan Rekrut-
men Anggota Polri (AKPOIL, PPSS
atau Perwira Polisi Sumber Sarjana,
dan BINTARA).

Program tersebut merupakan Ta-
hap T dari perumusan Grand Strategi
Polri 2005-2025 yang dicanangkan ha-
rus sudah dapat dicapai pada tahun

2010, kemudian dilanjutkan ke tahap I
Partnership Building atau kerja sama
yang crat dengan berbagai pihak (2010-
2014) serta tahap I Strive For Excel-
fence atau pelayanan publik yang ung-
guldan dipercaya masyarakat.

Implementasi nyata, Polri pada
hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, men-
deklarasikan Komitmen Moral yang
terdiri dari 9 point, yaitu;

a. Melaksanakan tugas pokok fungsi
dan peranan dengan penuh dedikasi
dan fanggung jawab yang tinggi ke-
pada tuhan yang maha kuasa, mas-
yarakat, bangsa dannegara.

b. Mewujudkan suasana kerja yang
fransparan, nyaman, efisien, efektif,
adil, profesional dan akuntabel.

¢. Menjadi pemimpin yang selalu
memegang teguh dan mengakiu-
alisasikan etika kepemimpinan de-
ngan menampilkan diri sebagai so-
sok pelayan yang jujur, berani, adil,
bijaksana, transparan, terbuka, taula
dan, kreatif, inovatif, koorperatif,
dan mengutamakan - kepentingan
anggota serta soliditas institusi.

d. Menjadi staf atau pelaksana yang
memegang teguh etika staf dengan
menampilkan diri sebagai insan
bhayangkara yang santun, ramah,
empati, berkemanusiaan, adil, ter-
buka, ikhlas, jujur, loyal, setia, ko-
munikatif, tanggung jawab, dan me-
ngutamakan kepentingan mas-
yarakat.

e. Menampiikan perilaku yang tegas,
humanis, menghormati dan men-
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. jun}ung tmggl harkat dan martabat
manusia dengan menghmdarkan
dir dari perbuatan yang memg;kan
membeban; -meminta: 1mba1an da-.
o olam bentuk apapun kepada masya—___
U rakat, : :
' f 'Menjaga kehonnatan dan harga dm

N dengan izdak me}akuk”_;-kolum koo

- Tupsine; __otlsmé serta’ berbagai ben-
tuk penyalahgunaan wewenang
lainnya. : :

g. Melayan: masyarakat dengan pe-

nampilan. ﬁsxk yang pantas disesuai- -

kan dengan panggilantugas. |,

h. Mcn_}unjung tinggi hukum dan hak
asasi manusia 5erta norma-norma
vang bellaku dx masyarakat mene-
rapkan c_i1_skr;~351 dengan penuh rasa
tanggﬁng ja_wab_dén dilandasi hati
yang bersih sertajiwa yari_g tulus.

1. _Meresp_oné k_ésgll_i_tan:dan_ membantu
memecahkan masalah sosial dalam
magsyarakat dengan cepat merupa-
kan perbuatan yahg mulia dan luhur.

Intinya bahwa Polri dengan pe-
nuh kesadaran bersepakatuntuk senan-
tiasa melaksanakan tugas pokok, fungsi
dan perannya dengan penuh dedikasi
dan tanggungjawab. Polri siap mewu-
judkan suasana kerja yang transparan,
nyaman, efisien, efektif, adil, profe-
sional dan akuntabel, mengaktualisasi-
kan etika kepemimpinan yang adil dan
Jujur.

Bentuk konkret keberhasilan ko-
mitmen Polri tersebut antara fain: yang
paling sederhana dapat dirasakan lang-
sung oleh masyarakat adalah: sulit un-

tuk menemukan pungli di jalanap, tidak
ada lag1 1emparan kozek ‘berisi uang

dari truk pengangkut ‘barang di setiap -
pos pohsl sulit menemukan - calo i,

_ kantor—kantm Samsat para wajib pajak__.;_ ol
_:cukup membayar Sesual. yang tertera.
pada. lembar tag:han pajak tanpa b1aya
tambahan lam pada saat pengurusan

SIM jeias terpampang b:aya pembuatan
SIM. A dan - C, untuk. - perpanjangan
Rp65. {)00 ;00 dan untuk  pembuatan
SIM baru Rp85.000,00 serta tidak ada
lagi-calo-yang berkeliaran. Tidak ada
Iagi pengawalan yang berlebihan dan
penutupan jalan apabila Kapolda atau
Wakapolda lewat, Untuk di Sentra Pe-
layanan Kepolisian (SPK) setiap mas-
yarakat akan dilayani dengan ramah,
tidak ada lagi petugas yang meminta
uang rokok ataupum uang pengganti
kertas pada masyarakat yang membuat
Laporan Polisi. Tidak ditentukan lagi
tersangka yang babak belur dalam pe-
meriksaan untuk mengejar pengakuan
tersangka, karena penyidik sudah mulai
profesional tidak semata-mata menge-
Jar pengakuan tersangka namun akan
mencart bukti-bukti yang kuat untuk
melengkapi penyidikannya. Dalam hal
rekrutmen anggota Polri telah dilaku-
kan dengan transparan dan tidak dite-
mukan lagi adanya sogok menyogok
atau KKN. Polri juga sudah menyedia-
kan layanan SMS 9123, dengan me-
ngetik nama kota dan permasalahannya
dikirim via sms ke 9123, maka petugas
Polisi akan segera meresponnya. (cata-
tan; jika ternyata masih ditemukan ada-
nya pelanggaran dan penyimpangan,
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diharapkan kepada masyarakat untuk
melaporkan ke Unit P3D (Pelayanan,
Pengaduan, dan Penegakan Disiplin) di
tingkat Polres/ta dan Polwil/tabes, serta

ke Bidang Propam (Profesi dan Peng-

- amanan) di tingkat Polda.
“-rd Namun©demikian keberhasilan

“ini “seringkali ‘tidak “bermakna karena

komitmen yang diperjuangkan dengan
kerja keras tidak memperoleh kesetiaan
dari masyarakat dan anggota Polri sen-
diri. Mis’ah}ya keberhasilan penumpas-
an terofisme yang luar biasa dibarengi
perseteruan antar anggota Polr: (teru-
tama perang antar Bintang Polri) mau-
pun Polri dengan institusi penegak hu-
kum (misal KPK yang kemudian mun-
cul istilah “cicak vs buaya™). Kasus
vang sampai sekarang masih menjadi
benang kusut dan siap menjerat siapa
saja adalah terbongkarnya kasus mafia
di tubuh Polri “Kasus Pajak” oleh
“Gayus”.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa
komitmen untuk mencapai visi dan
misi Polri, dengan terwujudnya Postur
Polrt yang profesional, bermoral, dan
modern sebagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat yang terper-
caya dan penegakkan supremasi hukum
masih jauh dari harapan, karena pada
kenyataannya masih banyak anggota
Polisi yang belum siap dengan situasi
perubahan ini yang melakukan pelang-
garan disiplin bahkan tindak pidana
sepert terlibat dalam jaringan narkoba,
curammor, curas, curat, dan lain-lain.
Namun demikian semangat ke arah itu
terus dibangun, Akselerasi iransforma-

s1 pembangunan Polri terus dikem-
bangkan secara berkelanjutan.

Salah satu misi Polri "Memeli-
hara Kamtibcarlantas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran orang serta
barang”. '

C. PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN KOMITMEN
POLRI

1. Paradigma

Paradigma adalah kumpulan tata
nilal yang membentuk pola pikir sese-
orang sebagai titik tolak pandangannya
sehingga akan membentuk citra subjek-
tif’ sescorang—mengenai realita—dan
akhirnya akan menentukan bagaimana
sescorang menanggapi realita ttu. Para-
digma merupakan istilah yang dipopu-
lerkan Thomas Khun dalam karyanya

The Structure of Scientific Revolution

{Chicago: The Univesity of Chicago

Prerss 1970). Paradigma di sini diarti-

kan Khun sebaga: kerangka referensi

atatr pandangan dunia yang menjadi da-
sar keyakinan atau pijakan suatu teori.

Pemikir lain seperti Patton (1975) men-

definisikan pengertian paradigma ham-

pir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a

world view, a general perspective, a

way of breaking down of the complexity

of the real world (suatu pandangan du-
nia, suatu cara pandang umum, atau
suatu cara untuk menguraikan kom-
pleksitas dunia nyata).” Kemudian

Friedrichs (1970} mempertegas defi-

nisi tersebut sebagai suatu pandangan

yang mendasar dari suatu disiplin ihmu
tentang apa yang menjadi pokok per-
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soalan yahg-seméstinya dipeléjéri Pe- -

ngertian lain dlkemukakan oleh George_ i
‘Ritzer (1980), dengan menyatakan pa-

radigma sebagai pandangan yang men-
dasar dari para ilmuan tentang apa yang

menj ad1 pokok persoalan yang semesti- -

nya dlpela_]aﬂ oich salah satu cabang_-

' atau d;mphn ilmu pengetaiauan

“imiah y_ar_ig_ merup'ak;_aﬁ' satu set peme-

cahan masalah (problem solution) yang
konkret dan pada. akhimya diterima
oleh profesi yang bersangkutan Terkait
hal tersebut Guba dan Lincoln (1994)
- mengemukakan - empat. paradigma
utama “yang sistematis, padat dan

. rasional; keempat paradigma tersebut

Secara ‘sederhana paradigma adalah:
adalah konsensus dari komunitas
CAspuk-Aspek Parzdiyma Posifivisme Pmadigma Paslposilivisme Paradijms Criica! Theary Paradgma Kens tuklivisme
Coldlagis: Critical reclism: Ada Rezlias sda, lapi 1k, Historical realisnt: Realtas Relathisme: R ealitas mengpakan konstruisi
: redias yg. real ¥g. dapatseperuhnya ¥g. teramad (viival roalty) sakial Kebenaran suaky reafilas ersiat
What is thg diatur aleh kaidab-kadan dherclen. Reatitas gikantro Aerups ket realiag otall bedaky sesuai konteks spesiix yang
nature af tertentu yg. berlaky okh hukum atim yg. hanya ‘seiw’ yarg telah dinital refevan okh pelaku sosiat,
realty”? urivarsal. Kebenaran depaldipshami sebagian Lerhentuk fah proses
tentarg nihanya dapat saja, sejaral dan ¥ekuatan.
dleapai dng. asas kakyatan sosial, budays,
probabilistk, - dan ekonemi palitk,
‘DualsiObjektivis: Ada Trans aksonaksiSubjekiv
Egistamalags teslitas oafeltl sebagai | 5 Hubyngan antara
o sual raai-tas yang Modied abpotivist penelitf dan vy, diteiti Trarsakstinaba/Subjekiivis: Pem shaman
Whal i the thkslernal G Liar peneli, intarak sl dan netial, salzin dijgmbatant okh leglarg suaturealtas sl femuan sualy
nature ol the Penaltihars sejuh Otjektivitas hanya dapat niki-nlat tertanty. peneliizn rarupakan produk interaksiantzm
refationstip murg-dn membual jwak | dipeddradan dan Pemahaman ientang nenelitidengan yq ditelis.
belwesn e dengan ohjek pene- berganting pada kritk, suatu raditas merupa-kan
inqurer and fibannya. value mediated firdings.
knowable?
Meledologis: Experiment / Maodied Expetiment/! Pailbpative: Refectiva ! Dialec-ticat Manek sakan empat
Manipulative, Fariputive: Pangamatan Mangutarmakan analisis ¢an interaksl didekiik aniaza penefiti dan
the inquir go Intervensionist, dan secam rafurat metode komprehens |, kantakstual tesponden untuk merekensinksi realitas yang
showt fnding oul Falsification mefalui kuzl-b bf 230 temanturg dar multileval analysk ditefili mebivi melode-malade walitast
knowable How pengufian hipotesis #eda feori yang diper- yanghisa diskukan sapatl partizipant obzervation,
shouid? ielam strukiur logika gimakan. Kiteda uatitas melalui penempalan i
hypothelical deduchva penetion: Masib sabagal aktifis/ partsipan
methed. Kegiztan menggunakan objectvly, dafam prases ransaksi
melaluilabaratoritm refiabibity dan vakdity sasial
ekspen-men say survel {internat dan ekslernal
eksposmen dengan waliity), Krieda kuaftas penslivan: Krtera fuallas penelifan Authenticity dan
analisis kuzaftali, Histesical Stuatedness; reflectifity, sejaubmana temyan m erupakan
Sgjauhmana penstifan refieksi aiznlik dad realitas Ghayati okh pan
Kriteria kuatitas memparhalikan korteks pelaky sosial
penelifian: Objackvity, histors, sesiad, bixdaya,
rafabitly dan valiity akanami dan polik
finteenal den ekstemal
validity).

Sumber: Guba and Lincoln (1994)
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Hifai, eika dan plitan
mord rrerupakan bagian
yanglak torpiszfekan dart
syalu penelian

Penalli menect-patkan dii
Eada-galfran sfrmative
infelectial advo-katdan
awtis.

Tujuan ponofilian

Ketix sazial, imos-himasi,
emns-pasidan socal

* Rekonstruksi realilas sosid satan dialekti

Hizi. edia dan piiean moral menmpakan
bagion Lk lapisahekan dabm suaty
zenelitan

Peneiti sebagai pas-sonats participant
fasifitatar yang men-jembaani karagam-an
sulyekinilas pelaka sosil

Tujuan peneliian

emprwe Ry
anfara penelif dargan akior sosiat yang
dildili

ArailoEs Nilai etka dan plhan Mk, efka dan glittan
mard harws berads maordt berada ddam arus
dikiat proses peneifin- dukus
penglitat
Bapelliberperan

‘§ sebagai disinterested Paeitiberpemn sehagat
oAbt mediator aran siap
imiah dan chyek peneltan.
FRER . ) Tujuan penalifan;
Tijuan pgnelifan;
GeEm0 00 1o &g Eksplanast, predis dan
Eksplanas: prodinsitan konteal
kot
a. Positivisime,
Postpositivisme,

Critical theori et al,

o o

Contructuvisme (d/h naturalistic
inguiry.

Secara sistematis akan lebih jelas
kedudukan masing-masing paradigma
dalam perspektif ontologi, epistimo-
logi, dan axiologi dalam tabel di atas.

2. Paradigma dalam Hukum
Indonesia

Setiap orang sama kedudukan-
nya di hadapan hukum (equality before
the law). Frasa ini telah menjadi salah
satu asas hukum terpenting dari sekian
banyak asas hukum universal yang ber-
laku, dikukuhkan di dalam lkonstitusi,
UUD maupun di pelbagai peraturan
perundang-undangan, Lantas benarkah
setiap orang 1tu sama kedudukannya di
depan hukum? Bagi mereka yang ber-
paham positivisme hukum (normatif)
sebagaimana pencetusnya Hans Kelsen
dan John Austin, asas ini dianggap be-
nar adanya, karena di pikiran mereka

Sumber: Guba and Lincoln (1994)

hukum itu tidak lain adalah apa yang
menurut undang-undang, bukan apa
yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum
harus pula dibersihkan dari anasir-
anasit yang tidak yuridis seperti etis
(pentlaian baik dan buruk), politis
(subjektif ‘dan tidak bebas nilai),
sosiologis (terlepas dari kenyataan
sosial).

Hukum yang positif harus me-
ngandung perintah, sanksi, kewajiban,
dan kedaulatan. Sedangkan ketentuan
diluar unsur tersebut bukanlah positive
{ew namun dikategorikan sebagai posi-
tive morality”. Adapun kesenjangan
antara nilai dengan fakta bukanlah per-
soalan hukum, karena itu semata-mata
karena persoalan perilaku manusianya
(aparatur hukumnya) bukan persoalan
normanya.

Tentu saja pandangan dan argu-
mentas! positivisme hukum di atas di-
tolak oleh para ilmuan sosiologi hukum
yang mempelajari hukum sebagai suatu
gejala sosial. [lmu sosiologi hukum
sendiri pada mulanya ditentang oleh
para ahli hukum, karena ia mengamati
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persoalan-persoalan huk:um yang .di-.
anggap. “tabu” untuh disoroti, seperti:-
hubungan hukum dan 51stem sosaai
.masyarakat sifat hukum yang duahsns
“hubungan hukum dan kekuasaan ke-
pastian hukum dan keadﬂan dan Jain se-.
_ bagamya namun kim sosiologi hukum_

--d1mmat1 untuk- dzpela_;an oleh banyak_:-_;

Sarjana hukum,

_ Sosmlog asal Belanda Schyuuty
adalah salah seorang yang pernah
_1_nen_c_:_cmoch asas persamaan di ha-
dapan _huk_uﬁi {equality before ﬂze;i‘aw)_.
Bag'inya asas equality before ihe law
dianggap utopis, sekadar mimpi dari
para ahli hukum belaka. Mustahil ter-
jadi persamaan di hadapan hukum pada
saat kesenjangan antara si kaya dan si
miskin begitu Iebar! Tidak saja sampai
di situ, para sosiolog hukum juga me-
ngamati sejauhmana pengaruh stratifi-
kasi sosial (status sosial tertentu) ter-
hadap perilaku aparat pencgak hukim
yang mempengaruhi proses penegakan
hukum. Bagaimana pula halnya dengan
akses pelayanan hukum? Apakah setiap
orang juga memperolel akses pela-
yanan hukum yang sama?

Begitulah Potret penegakan hu-
kum di negeri yang kita cintai. Hukum
sebagai norma {das Sollen) dengan hu-
kum sebagai kenyataan (das Sein) tam-
pak begitu kontras. Hukum yang scha-
rusnya berlaku untuk semua orang jus-
tru ia bisa tidak berlaku bagi orang ter-
tentu. Hukum yang seharusnya mem-
berikan keadilan, justru ia menciptakan
ketidakadilan. Hukum yang scharusnya
memberi kepastian dan ketertiban, jus-

tru yang terjadi adalah ketidak-pastian
dan ketidaktertiban itu sendiri. Bahkan
hukum yang seharusnya membawa ke-
maslahatan . (manfaat) .bagi. setiap
orang, justru ia hanya bermanfaat bagi
segelintir orang saja. Lantas apa-yang
salah. deﬂgan hukum ‘sistem hukum _

'k;ta'7 el .'::-. ek

Menurut Fnedmann hukum se-
baga; suatu sistem terdiri dari sub-sub
sistem yang saling bergerak yang tidak
dapat terpisahkan dan terpengaruh satu
dengan lainnya. Sub-sub sistem itn ter-
diri dari> Substansi Hukum (legal subs-
tance), yakni menyangkut isi dari nor-
ma atau aturan hukummya; Struktur Hu-
kum (legal structure), yakni menyang-
kut sarana .dan prasarana hukumnya,
termasuk sumber daya aparatur hukum-
nya; dan kultur hukum (degal eulture),
yakni menyangkut perilaku budaya sa-
dar dan taat hukum, bajk pemerintah
maupun masyarakatnya. Adapun bu-
daya hukum yang baik akan terbentuk
apabila semua pihak secara sungguh-
sungguh dilibatkan untuk berpartisi-
pasi secara penuh dalam proses peni-
bentukan hukum, agar semua orang be-
nar-benar merasa memiliki hukum itu.
Karena begitu besarnya peran budaya
hukum itu, maka ia dapat menutupi
kelemahan dari legal substance dan
legal structure. Itulah sebabnya tidak
berlebihan bila Traverne mengatakan:
“Berilah aku hakim dan jaksa yang
baik, maka dengan hukum yang buruk
pun akan dihasilkan putusan yang
baik”.

Pandangan positivisme hukum
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sebagaimana di atas juga dikritik dan
dibantah oleh para penganut hukum
responsif—sintesis dari berbagai aliran
hukum, terutama aliran hukum alam,
mazhab ‘sejarah hukum, ‘aliran socio-
logical Jurisprudence, 1egal Realisme,
maupun Critical Legal Studies move-

‘ment. Hukum responsif menganggap

positivisme hukum itu sekadar menem-
patkan hukum di sebuah ruang hampa,
menjadi “aturan mati” sebagaimana
yang tertera’ di dalam kitab-kitab hu-

kum. Positivisme hukum telah men-

Jjadikan hukum itu sesuatu yang 4 so-
sial, padahal hukum itu-diciptakan un-
tuk manusia demi tujuan sosial tertentu.

Berbeda dengan positivisme hu-
kum yang hanya mampu mencapai pro-
sedural justice, hukum progresif lebih
pada tujuan terpenuhinva substansial
Justice.” Di sinilah letak keunpgulan
konsep dan-gerakan hukum progresif
yang selalu mengawal moral justice,
karena konsep hukum progresif lebih
berperspektif pada  keadilan, men-
Junjung tinggi nilai-pilai kemanu-siaan
dan nilai-nilai ketukanan yang bersifat
transedental.

Berbeda dengan positivisme hu-
kum yang tidak dinamis, mandeg, se-
hingga tidak mampu mengejar per-
ubahan sosial, justru gerakan realisme
hukum sebagaimana dianut oleh John
Chipman Gray, Oliver Wender Holmes,
William James, dan lainnya, selalu ber-
pikir pada hukum yang dinamis, ber-
ubah-ubah mengikuti tujuan dan per-
ubahan sosial, Hukum bukan saja se-
buah logika, namun lebih sebagai pe-

ngalaman dan keahlian dari para legis-
lator {para pembuat UlUJ) maupun para
Juris dalam menenmukan hukum (judge
made law), '

Kelanjutan dari gerakan dari rea-
lisme hukum ini diteruskan dan di-
lengkapi pula oleh gerakan Studi Hu-
kum Kritis {critical legal studies
movement) oleh Roberto Maingara
Unger yang menempatkan hukum se-
bagai sesuatu yang tidak pernah adil,
tidak pula objektif dan tidak pula bebas
nilai. Fukum itu pada dasamya selalu
berpihak (berperspektif) pada kekuasa-
an. Karena hukum-itu selalu berpihak
pada kekuasaan, maka diperlukan ke-
berpihakan hukum (perspektif hukum)
tertentu untuk mengimbangi dan me-
lawan hegemoni kekuasaan dan penin-
dasan yang dilakukan oleh: kaya — mis-
kin; kuat - lemah; mayeritas — mino-
ritas; pemilik modal — pekerja dan lain
sebagainya. Munculnya kajian-kajian
hukum  seperti hukum berperspektif
HAM, hukum berperspektif buruh, hu-
kum berperspektif perempuan, hukum
ber-perspektif anak, dan lain sebagai-
nya, merupakan ciri dari critical legal
studies movement,

Di abad 21 ini, masih banyak
sarjana hukum yang belum terbangun
dari mimpi dan mitos aliran positivisme
itu. Semangat reformasi hukum di
Indonesia ternyata belum juga diikuti
oleh perubahan paradigma dan perifaku
mayoritas dari para sarjana hukum dan
aparat penegak hukum, khususnya para
hakim kita~—kecuali para hakim
Mahkamah Konstitusi yang berani ke-
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luar dari pakem. Ppositivisme. -Ajaran.

legisme, yakm suatu ajaran agar hakim

selalu memutuskan pcrkara berdasar—-
kan ULL beiaka mas1h tetap dxpegang-

teguh - OIeh ‘mayoritas-: para, hakzm odis
Indonesm Padahal telah dtsadau bah-. ...
‘wa, perau:ran perundano—undanﬂan itu: -

: 1---3-bukanlah sekadar produk- hukum na-: el

‘mun ia juga sekaligus. produk politik
yang sarat akan nilai dan kepentmgan
tertentu, Legisme telah membuat hakim
menjadi .tidak. berdaya .- menghadapi

perintah UU: Ajaran legisme membuat -

putusan hakim menjadi kering .dan
miskin  akan pertimbangan-pertim-
bangan hukum, tidak peka pada keadil-
an masyarakat.

D. DISKRESI APAKAH SUATU
BENTUK KOMITMEN? -

1. DiskresiKepolisian

Di dalam pasal 18 ayat (1)
undang-undang No. 2. tahun 2002
tentang Kepolisian, ayat (1)-7 Untuk
kepentingan umum pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam me-
laksanaan tugas dan wewenangnya da-
pat -bertindak menurut penilaiannya
sendirl. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan dalam keadaan
sangat perlu dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, serta
kode etik profesi kepolisian Negara
Republik Indonesia. Dalam hal ini
bertindak dengan penilaian sendiri da-
pat discbut sebagai diskresi. Diskresi
dalam polisi dimulai pada tahun 1960,
pada awalnya dalam sistem peradilan

.'pida_na tidak mengenal adanya diskresi

karena polisi dan jaksa harus bekerja
sesua'i de'ngan hukum’ bila melakukan
di luar itu berarti iIEega} Definisi dis-
kresi. menurut K. .C.. ‘Davis, ‘adalah

-membuat. pxhhan atau - putusan - dari
: sejumiah kemungkmam yamz akan ada

stkxem ch dalam penegakan
hukum memang -tidak dapat dihindar-
kan, mengingat keterbatasan-keter-
basan baik-dalam kualitas perundang-
undangan, sarana dah prasarana, kua-
litas penegak- hukum maupun partisi-
pasi masyarakat. Diskresi ini merupa-
kan refleksi pengakuan bahwa konsep
penegakan hukum secara total (zofal
enforcement) dan penegakan hukum
secara penuh (full enforcement) tidak
mungkin dilaksanakan, sechingga pe-
negakan hukum yang aktual (actual
penforcement) yang terjadi. Hikmah
yang' terjadi adalah, bahwa diskresi
milah yang menjadi sumber pem-
baharuan hukum apabila direkam dan
dipantau dengan baik dan sistematis.
Ada tiga bagian dan tiga kebijakan
policydalamdiskresi yaitu:

a. Diskresiofjudgment

Adalah dilawankan kepada disip-
lin mati atau menentang aturan
yang seperti robot (militer). Petu-
gas disini harus mempunyai penge-
tahuan, kemampuan, dan pema-
haman atas dasar pengalaman, con-
{ohnya adalzh penegakan aturan
oleh polisi lalu-lintas yang terka-
dang melanggar aturan yang ada.

A




B :.l.Z..:-ﬂ'.':D!S]Ci(,’SlaS Zzben‘y E TR
- iw-Diskresiini-erat kaltannya dengau e
' -'_:':tugas dan. fungs; Jabatan oleh ka—- '
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’o Dzskresr oj chorce

: .:.:.Adaiah menmptakan sesuatu yang'

- baru sesuai dengan pemlalan pri-
~badi (yunspudenSI bam)

7 renanya menjadi hak' ¢
i :_fmenjabat untuk membuat putusan
. .(mengmterprestamkan ‘kewena-
-.ngannya). Dicontohkan . seorang
~~hakim yangmemutus suatu perkara

"'."_E"yaﬂ_g_t_e_ﬁ\a_dang .bertentangan de-

~ngan -aturan -yang ‘ada tapi _bukan

~karena  interpensi, melainkan ka-
rena faktor yang dlanggap pentmg
CF uetza! il

Kebgakan pohcy dalam (izskrem
ada tlga bentuk yaltu ;

a. Kebijakan yang. dibatasi restrecnf
policy, dengan kata® lain harus ada
aturan yang buat serta dilaksanakan
dapat/boleh atau tzda}cnya suatu hal
dilakukan.

b, Discouragement (membuat orang
berpikir ulang atau menganjurkan
untuk tidak) yaitu dengan membuat
aturan dengan sanksinya schingga
menciptakan pilthan untuk sese-
orang {seolah melarang tapi tidak
secara langsung).

c. Judgmental mengaitkan diskresi ada-
lah judgment dengan cara membuat
pedoman’ atau aturan yang ditetap-
kan yang apabila dilanggar akan
dikenakan hukuman atau sanksi.

Semang Petugas chohsxan
Negara Republik Indonesia yang ber-
tugas “di - tengah -tengah magyarakat
seorang. diri, harus mampu meﬁgambll

- keputusan - berdasarkan pcmlalannya
sendiri- apab:la terjadi- gangguan ter-
'hadap keterzban dan’'keamanan umum
atau: apabﬂa d1perk1rakan akan tlmbul

bahaya bagi i__cepentmgan umu_m. Dal-
am keadaan seperti it tidak mungkin
baginya untuk meminta pengarahan
terlebih dahulu dari atasannya schingga
dia harus berani memutuskan sendiri
tindakannya. Namun dalam pelaksa-
naannya perlu beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi apabila scorang
petugas  kepolisian akan “diskresi”
yattu:

a. Tindakan yang harus “benar-banar
dilakukan “meodzakelijk, notwen-
ding” atauazas keperluan.

b. Tindakan yang diambil benar-benar
untuk kepentingan tugas kepolisian
“Zakelijk, sachlich).

¢. Tindakan yang paling tepat untuk
mencapai sasaran yaitu hilangnya
suatu gangguan atau tidak terjadi-
nya sesuatu vang tidak dikhawatir-
kan. Dalam hal ini yang dipakai se-
bagai ukuran yaitu tercapainya tu-
Juan (Zweckmassig, doel-matig).

d. Azas keseimbangan (evenredoig)
dalam mengambil tindakan, harus
senantiasa dijaga keseimbangan an-
tara sifat (keras lunaknya) tindakan
atau sasaran yang dipergunakan de-
ngan besar kecilnya suatu gangguan
atau berat ringannya suatu objek
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yang harus dltmdak (DBM

_Suhazya Diskresn Kepohsxan daiam
rangka Penanganan ‘Anak Berﬂon—_
ik Dcngan Hukum dlsampalkan

. dalam. acara_ Semmar Sehari
) "‘Peradlian Anak” Atas KBI’_}& Sama

| Maber PoIm Umsef»Sntra HAM

_Umversztas Indonesm Jakaria 11_--_ :

) 'Dcsember 2003)

' .'Selanjutnya. d1 délam mehgam~
bii tindakan berdasarkan penilaiannya

sendm yang pahng menentukan kuaw_ :

litas tu_l__dakan adalah kemampuan dan
pengalaman petugas kepolisian vang
mengambil tindakan tersebut, Oleh ka-
rena itu, pemahaman tentang penting
“diskresi kepolisian” dalam-pasal 18
ayat 1 harus dikaitkan dengan konse-
kuensi pembinaan profesi vang diatur
dalam pasal 31, 32, dan 33 UU No. 2
tahun 2002 sehingga terlihat adanya
Jjaminan bahwa petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia akan mam-
pu mengambil tindakan secara tepat
dan profesional berdasarkan penilaian-
nya sendirt dalam rangka pelaksanaan
tugasnya. :

Diskresi juga tidak hanya we-
wenang yang ada pada kepolisian, se-
cara umum diskresi diartikan adalah
wewenang yang diberikan kepada
setiap anggota birokrasi atau pemerin-
tahan yang mempunyai otoritas nmem-
buat keputusan. Polisi secara penuh
mempunyai kewenangan diskresi ter-
sebut dikarenakan tugas polisi yang
mandiri, sama halnya dengan petugas
pemasyarakatan, imigrasi ataupun bea

cukai. Filosofi hukum .oleh R.-
Dworkien and Hart, teori donat dough-
nul theory mengatakan diskresi tidak
diatur seperti halnya aturan dan ke-

bijakan rules and policies tapi diskresi
-adanya d1 dalam hal tersebut, Kenapa

adanya dlsklem hal ini disebabkan ka-

rena ada aturan atau kebijakan tertentu =

yang tidak é;buat untuk masalah-ma-
salah tertentu, .

Tidak sedikit permasalahan me-
nyangkut pelanggaran maupun hukum
berhenti-di tengal jalan. Kebijaksanaan
yang memunculkan diskresi itu juga
menjadi harapan scbagian masyarakat
yang bermasalah. Artinya, kasus itu di-
selesaikan dengan kesepakatan atau se-
cara kekelnargaan. Meski masalah itu
tidak dibenarkan hukum positif, namun
masih juga muncul. Mengapa diskresi
khususnya di lingkungan personel Polri
bisa terjadi, menurut Satjipto Rahardjo
tidak lepas dari tugas polisi sendiri
yang rumit. Yakni sebagai penegak hu-
kum dan pemelihara ketertiban. Pene-
gakan hukum adalah pekerjaan yang
berhubungan dengan hukum, sedang-
kan_ menjaga ketertiban adalah sosio-
logis. “Keduanya sangat berbeda dalam
sifat dan substansinya,” jelasnya. Per-
soalan di lapangan cukup numit. Per-
aturan hukum yang dibuat legislatif
bersifat umum. Dan kejadian di lapa-
ngan itu memiliki kekhasan dan ber-
stfat unik. Apabila sebuah ketentuan
yang bersifat umum diterapkan secara
absolut terhadap kejadian tertentu ke-
mungkinan besar justru terjadi ketidak-
adilan atau menimbulkan problema
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baru. Lebih-lebih masyarakat sendiri
yang terlibat suatu masalah mem-
butehkan diskresi.

Erlyn Indarti menyebutkan pe-
ngertian diskresi secara sederhana da-
lam khasanah ilmu hukum dipahami se-
bagai 'kemerdekaan' dan atau otoritas
~antara lain ‘menafsir ketentuan hukum
vang ada. Kemudian membuat keputus-
an dan mengambil tindakan hukum
vang dianggap paling tepat.

2. Paradigma dalam Pelaksanaan
Diskresi Polri

Memaknai paradigma dalam pe-
laksanaan diskresi adalah sesuatu yang
bersyarat dengan situasi kondisi, arti-
nya setiap paradidma membutuhkan
situasi dan kondisi yang berbeda. Para-
digma positivisme- terutama aliran hu-
kum positivis- mewajibkan para pe-
nganutnya untuk sepantizsa bempaya
membaca hukum secara kaku atau teks-
tual. Menurut aliran ini para praktis
hukum (termasuk Polri) dituntut untuk
tidak menafsirkan hukum lebih dari apa
vang tertulis , terbaca secara tekstual.
Artinya penerapan paradigma positi-
visme di dalam ranah ilmu hukum
membawa konsckuensi tidak dimung-
kinkannya penerapan diskresi, baik da-
lam menjelaskan kasus hukum vyang
tengah dihadapi maupun dalam mem-
baca sekaligus menerapkan ketentuan
hukum yang beriaku. Terkait hal ter-
sebut jika dalam kenyataan penegakkan
hukum di Indonesia oleh Polisi masih
banyak yang “membaca” hukum secara
kaku dan tekstual, maks ini berarti ba-

nyak penegak hukum {termasuk polisi}
menganut paradigma positivisme, uta-
manya aliran hukum positivis.

Pada naungan paradigma post-
positivisme, seperti aliran hukum realis
aliran hukum sosiologis, serta aliran
hukum dan masyarakat, mampu mem-
beri peluang bagi para praktisi hukum
untuk menerapkan kemerdekaan scka-
tigus melibatkan subjektivitas mereka
di dalam “menafsirkan” hukum yang
dibaca. Aliran filsafat hukum yang lain
lagi, yaitu yang termasuk ke dalam
paradigma “eritical theory” (dalam cri-
tical legal theory dan feminist juris-
prudence dan critical race theory) bah-
kan meminta penganutnya untuk tidak
mempercayal hukum begitu saja dan
mewajibkan mereka untuk terus me-
nafsirkan hukum sceara kritis karena
didasarkan pada realitas atau struktur
yang bersifat historis atau virtual se-
hingga cenderung tidak adil, opresif,
timpang dan eksploratif. Artinya para-
digma dan aliran hukum ini mendorong
para penganuinya uptuk tidak ragu me-
nerapkan diskresi. Tentu saja diskresi
yang dimaksudkan harus dengan kori-
dor moral dan etika nilai yang ada dan
dipertahankan dengan parameter pada
keadilan yang membahagiakan.

Paradigma pada tahapan beri-
kutnya adalah pada aliran filsafat hu-
kum yang tergabung dalam perspektif
interpretivisme, contohnya aliran hu-
kum interpretivis, aliran hukum feno-
menologis, dan aliran hukum simbolik
interaksionis, malah tidak mengenal
ba-caan hukum sermua yang ada bagi
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ahran»ahran ini. hanyalah “tafs:r atau
:mterpretas; .atau rangka;an ‘proses
'menafsw atau mengmtezpretam hu-

“kum” guna mencapai makna sejatinya.
_ __"Artxnya _tldak ada yang udak dlskreSJ

:'.."_.:tcnna.suk pohsi) pémbuatan pelaksa—

--naan, :dan’ penr:gakkan hukum semua

: sebenamya adalah penerapan dlSkrGSl
Terakhu adalah paradlgma kons—
truktmsme yang menaungi aliran hu-
kum konstruknws pada aliran ini lebih
dari udak hanya sekadar- “menafsxrkan
apaiagl mcmbaca senap mdmdu se-
sungguhnya melde}ca dan aktlf meng-
konstruksi hukum berdasarkan realitas
ekspenensmI (realitas berbasis penga-
laman) yang ada padanya, sesuai de-
ngan konteks ruang dan waktu, Mem-
buat, mefaksanakan dan menerapkan
hukum diartikan oleh aliran ini sebagai
bagian dari proses . mengkonstruksi-
hukum. Jadi, hukum dititik ini adalah
konstruksi mental yang bersifat relatif,
majemuk dan beragam. Artinya, ketika
ndividu berinteraksi dengan “fhe of-
hers” (individu lain, kelompok indj-
vidu, atau institusi), makasecara demo-
kratis akan t_éljadi konsensus, harmoni
atau resultante di antara sekalian kons-
truksi. Dengan demikian menurut ali-
ran konstruktivisme ini “hukum pada
intinya adalah konsensus atau kesepa-
katan relatif dan kontekstual. Karena-
nya tidak lagi relevan untuk berbicara
tentang atau memperdebatkan antara
“bacaan” dengan “tafsiran” atau “bu-
kan diskresi” dengan “disresi”. Artinya
Semuanya adalah hasil konstruksi yang

bisa dimaknai- sebagai: diskresi subs-.
tansi . pada. keadalan yang: men-
sejahterakan sornil

. Terkait dzskres: pcran Pohsx se-

. bagal pemehhara Kamtibmas dan- apa-
- rat_penegak hukum . dalam proses pi-
~-dana -adalah sangat- penting karena di

sinilah. sesungguhnya polisi. menjalan- S

kan kom;tmen keadilan mensejahtera-
kan yang diper }uangkan. Polisi adalah
aparat penegak hukum jalanan yang
langsung berhadapan dengan masya-
rakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU
Nomor 2 Tahun. 2002 tentang Kepo-
lisian Republik ~Indenesia, “Fungsi
Kepolisian adalah salah. satu fungsi
pemerintahan negara di bidang peme-
liharaan keamanan dan ketertiban mas-
yarakat, penegakan -hukum, perlin-
dungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4
UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan
“Kepolisian Negara RI bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri
yang meliputi terpeliharanya keaman-
an dan ketertiban masyarakat, tertib,
dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perkindungan, pengayoman, dan pefa-
yanan kepada masyarakat, serta ter-
binanya ketentraman masyarakat de-
ngan menjunjung tinggi hak asasi
manusia”,

Dalam menjalankan tugas se-
bagai hamba hukum polisi senantiasa
menghormati hukum dan hak asasi
manusia. Penyelenggaraan fungsi ke-
polisian merupakan pelaksanaan pro-
fesi artinya dalam menjalankan tugas
seorang anggota Polri menggunakan
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kemampuan profesinya terutama keah-
lian :di bidang teknis kepolisian. Oleh
karena itu dalam menjalankan profesi-
nya setiap insan kepolisian tunduk pada
kode etik profesi sebagai landasan mo-
paly o o 98% po AHBans

20 RKode-etik profesi Pelri menca-
kup’_'=11'ﬁ{')1"rria_;3pril_a§<_u ‘dan moral yang
dijadikan pedoman sehingga menjadi
pendorong semangat dan rambu nurani
bagl setiap anggota untuk pemulihan
profesi kepolisian agar dijalankan se-
suai tuntutan dan harapan masyarakat,
Jadi polisi harus benar-benar jadi pe-
iindung, pengayom dan pelayan mas-
yarakat, serta sebagai penegak hukum
yang bersih agar tercipta elean gover-
nance dan good goveriance.

Etika profest kepolisian merupa-
kan kristalisasi nilai-nilai yang dilan-
dasi dan dijiwat oleh Pancasila serta
mencerminkan jati diri setiap anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam wujud komitmen moral yang
meliputi pada pengabdian, kelem-
bagaan dan kenegaraan, selanjutnya
disusun ke dalam Kode Etik Profest
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Etika profesi kepolisian terdiri dari:

a. Etika pengabdian merupakan ko-
mitmen moral setiap anggota Kepo-
lisian Negara Republik Indonesia
terhadap profesinya sebagai pemeli-
hara keamanan dan ketertiban mas-
yarakat, penegak hukum serta pelin-
dung, pengayom dan pelayan mas-
varakat,

b. Etika kelembagaan merupakan ko-

mitmen moral setiap anggota Kepo-
listan Negara Republik Indonesia
terhadap institusinya yang menjadi
wadah pengabdian yang patut di-
Jjurjung tinggi sebagai ikatan lahir
batin dari semua insan Bhayangkara
dan segala martabat dan kehonma-
tannya.

¢. Etika kenegaraan merupakan ko-
mitmen moral sctiap anggota Kepo-
lisian Negara Republik Indonesia
dan institusinya untuk senantiasa
bersikap netral, mandiri dan tidak
terpengaruh oleh kepentingan poli-
tik, golongan dalam rangka men-
jaga tegaknya hukum Negara Kesa-
fiwan Republik Indonesia,

Keberhasilan penyelenggaraan
fungsi kepolisian dengan tanpa me-
ninggalkan etika profesi sangat di-
pengaruhi olieh kinerja polisi yang di-
refleksikan dalam sikap dan perilaku
pada saat menjalankan tugas dan we-
wenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepo-
lisian ditegaskan tugas pokok kepo-
lisian ‘adalah ‘memelihata keaman-an
dan ketertiban masyarakat, menegak-
kan hukum, dan memberikan perlin-
dungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat di-
perlukan dalam menjalankan tugas se-
bagai penegak hukum, mengingat mo-
dus operandi dan teknik kejahatan se-
makin canggih, seiring perkembangan
dan kemajuan zaman. Apabila polisi
tidak profesional maka proses pene-
gakan hukum akan timpang, akibatnya
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'_.keamanan dan ketemban masyarakat
.-'akan senant;asa terancam Sebagax aki-
"'bat tlciak profesmnainya polisi.. cialam
3menjafankan tugas. Tugas. pohsz Adi-

: 'sampmg sebagm agen'penegak hukum
" law e}yfo:cemenr agency).. dan’ “juga

__”'__-'sebagm pemelzhara keamanan - dan .
l "..:.'kctertlban masya;aicat {orde;
“nance ojj“ icer). Polisi adaiah ujung tom—

namze

bak dalam mtegmted criminal justice
system Di tang_an polisilah terlebih da-
hulu mampu mk_:_ngurai géiapnya kasus
I(C_]ailatan S '
Diskrest merupakan kewe-
nangan polisi untuk mengambil ke-
pi}tusan atau memilih berbagai tin-
dakan dalam menyelesaikan masalah
pelanggaran hukum atau, perkara pi-
dana yang diténgéninyé. Menurut
Davis diskresi kepolisian is maybe
defined as the capacity of police offi-
cers to select from among a number of
legal cznd ilegal courses ‘of action or
inaction while performing their duties
(Bailey (ed): 1995:206). Menurut Irsan
(2001) tindakan diskresi dapat di-
bedakan sbb; (1) tindakan diskrest yang
dilakukan oleh petugas kepolisian se-
cara individu dalam mengambil kepu-
tusan tersebut; (2) tindakan digkresi
yang beradasar petunjuk atau kepu-
tusan atasan atau pimpinanannya.
Tindakan diskresi yang diputus-
kan oleh petugas operasional di lapa-
ngan secara langsung pada saat itu juga
dan tanpa meminta petunjuk atau kepu-
tusan dari atasannya adalah diskresi
yang bersifat individual, sebagai con-
toh untuk menghindari terjadinya pe-

numpukan arus lalu lintas di suatu ruas
jalan, petugas kep'olisian memberiisya-
1at, untuk terus. berjalan kepada . pe-
ngemudi kendaaraan meskipun saat itu

. Eampu pcngatur lalu. lintas berwarna
. merah dan sebagamya Adapun tindak-- .-
an untuk mengesampmgkan perkala

penahanan terhaciap tersangka atau
peiaku pelanggaran hukum atau meng-
hentikan proses penyidikan, bukanlah
tindakan . diskresi individual -petugas
kepolisian. -Tindakan -tersebut meru-
pakan tindakan diskresi birokrasi ka-
rena dalam  pengambilan keputusan
diskresi berdasarkan atau berpedoman
pada kebijaksanaan-kebijaksanaan
pimpinan dalam organisasi dan hal
tersebut telah dijadikan kesepakatan di
antara mercka.

Manfaat diskresi dalam pena-
nganan masalah sosial yang terjadi da-
lam masyarakat antara lain adalah se-
bagai salah satu cara pembangunan
moral petugas Kepolisian dan mening-
katkan cakrawala intelektual petugas
dalam menyiapkan dirinya untuk me-
ngatur-orang lain dengan rasa keadilan
bukannya dengan kesewenang-wena-
ngan.

James Q Wilson mengemukakan
ada empat tipe situasi tindakan diskresi
yang mungkin dilaksanakan, yaitu : (1)
police-invoked law enforcement, petu-
gas cukup luas alasannya untuk mel-
akukan tindakan diskresi, tetapi ke-
mungkinannya dimodifikasi oleh ke-
bijaksanaan pimpinannya; (2) citizen-
invoked law enforcement, diskresi
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sangat kecil kemungkinan dilaksana-
kan, karena inisiatornya adalah mas-
varakat;(3) police-invoked order main-
tenance, diskresi dan pengendalian
pimpinan seimbang (intermidiate),
apakah pimpinannya akan memerintah-
kan take it easy atau more vigorous; dan
(4} citizen-invoked order maintenance,
pelaksanaan diskresi perlu dilakukan
walau umumnya kurang disetujui oleh
atasannya (Munro 1977:5).

Betangan paparan di atas antara
komitmen, paradigma dan diskresi me-
nyadarkan bahwa ketiganya adatah
aliran singular yang continue artinya
eksistenst dari unit-unit tersebut dapat
terwujud jika ada hubungannya dengan
unit lainnya secara fungsional. Maka
diskresi juga merupakan komitmen
Polri untuk mewujudkan hakikat tujuan
hukum yaitu menjamin keadilan subs-
tansi yang mensejahterakan.

E. SIMPULAN

Kenyataan perjalanan roh dasar
komitmen di Kepolisian tidak mudah
tetapi rumit dan kompleks namun tetap
optimis, pasti bisa terwujudkan. Arti-
nya komitmen yang dibangun Polri
baik ttu Grand Strategis 2005-2025 dan
Sembilan (9) Komitmen Moral pasti
bisa diwujudkan. Hal ini membutuhkan
sinergitas singular yang continue antara
Polri {(anggota sebagai organ dan ins-
titusi sebagai struktur) dengan mas-
yarakat untuk bekerja keras mewujud-
kan menjadi konkret tidak imajiner.

Kentaraan terwujudnya tujuan
komitmen Polri yaitu keadilan subs-

tansi yang mensejahterakan harus di-
maknai dengan bijak. Artinya mas-
yarakat harus mendukung komit-men
dan bersama-sama kerja keras, dukung
dan beri kepercayaan bahwa Polri bisa,
dan masyarakat sebagai mitra juga
dilarang keras untuk menggoda Polri
melanggar komitmen. Misalnya mem-
beri iming-iming baik material maupun
non material untuk kepentingan kelom-
pok apalagi perseorangan.

Bravo Polri, Komitmen adalah
sebuah kehormatan dan keterwujudan
komitmen adalah harga mati tak ber-
batas Poirl. Meski tidak mudah namun
pasti bisa
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